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Abstract:This research analyzes the implementation of fuel service digitization policy through MyPertamina
application at Kawangkoan Subdistrict Service Station. Using a qualitative approach and case study method, the
research collected data through in-depth interviews of 20 users, 4 gas station managers, and 2 related agency
officials, as well as field observations. The findings of the study reveal that this policy has successfully increased
transparencyof prices) and reduced queues but faces serious challenges in terms of accessibility. Many users
experience difficulties due to low digital literacy, compounded by unstable internet infrastructure and lack of
socialization. This research reinforces the digital divide theory and shows the mismatch between policy design
and the real conditions of local communities. The implications of the research highlight the importance of a more
inclusive policy approach, by recommending: (1) strengthening digital infrastructure, (2) targeted digital literacy
programs, and (3) hybrid policy mechanisms that maintain conventional service options. The findings provide an
important contribution to the formulation of digital-based public policies in semi-urban areas with similar
characteristics.
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Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan digitalisasi layanan BBM melalui aplikasi
MyPertamina di SPBU Kecamatan Kawangkoan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi
kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap 20 pengguna, 4 pengelola
SPBU, dan 2 pejabat instansi terkait, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini
berhasil meningkatkan transparansi harga dan mengurangi antrean, tetapi menghadapi tantangan serius dalam hal
aksesibilitas. Banyak pengguna mengalami kesulitan karena rendahnya literasi digital, ditambah dengan
infrastruktur internet yang tidak stabil dan kurangnya sosialisasi. Penelitian ini memperkuat teori kesenjangan
digital dan menunjukkan ketidaksesuaian antara desain kebijakan dan kondisi riil masyarakat setempat. Implikasi
penelitian menyoroti pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, dengan merekomendasikan: (1)
penguatan infrastruktur digital, (2) program literasi digital yang terarah, dan (3) mekanisme kebijakan hibrida
yang mempertahankan opsi layanan konvensional. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi
perumusan kebijakan publik berbasis digital di wilayah semi perkotaan dengan karakteristik serupa.

Kata kunci: kebijakan publik, MyPertamina, aksesibilitas digital, Kawangkoan,

Pendahuluan

Kebijakan publik merupakan instrumen strategis pemerintah dalam mengatur distribusi
sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat (Suyanto, 2017). Salah satu kebijakan yang
berdampak langsung pada masyarakat adalah digitalisasi layanan publik, termasuk dalam
sektor energi. Di Indonesia, PT Pertamina (Persero) meluncurkan aplikasi MyPertamina
sebagai bentuk transformasi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan transparansi layanan
bahan bakar minyak (BBM) di SPBU. Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan
mulus, terutama di daerah dengan infrastruktur digital dan kesadaran teknologi yang masih
terbatas (Rizki, 2021).

Kecamatan Kawangkoan, sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan
penduduk dan aktivitas ekonomi yang signifikan di Sulawesi Utara, menjadi lokasi yang
menarik untuk dikaji terkait dampak kebijakan MyPertamina. Berdasarkan data Hootsuite
(2020), penetrasi internet di Indonesia memang tinggi, tetapi kesenjangan digital masih terjadi
di daerah semi-urban dan pedesaan. Hal ini berpotensi menghambat aksesibilitas layanan
MyPertamina, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi digital
(Baskoro, 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti Kusuma (2019), menunjukkan bahwa
efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh faktor kesiapan infrastruktur, sosialisasi,
dan responsivitas pemangku kepentingan. Di sisi lain, Sasongko (2020) menemukan bahwa
kebijakan berbasis digital seringkali kurang inklusif bagi kelompok masyarakat dengan literasi
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teknologi rendah. Fenomena ini perlu dikaji lebih mendalam, khususnya dalam konteks
layanan MyPertamina di SPBU Kawangkoan, untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini
benar-benar meningkatkan aksesibilitas atau justru menimbulkan eksklusi sosial.

Temuan Kusuma (2019) dan Sasongko (2020) tersebut menjadi sangat relevan ketika
dikaitkan dengan implementasi MyPertamina di Kecamatan Kawangkoan. Observasi awal
menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan mempermudah akses BBM melalui
sistem digital, pada praktiknya masih ditemui beberapa kendala signifikan. Pertama,
berdasarkan wawancara informal dengan beberapa pengendara di SPBU Kawangkoan,
terungkap bahwa sebagian masyarakat, terutama dari kalangan usia lanjut dan pedagang kecil,
mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi MyPertamina. Kedua, infrastruktur
jaringan internet yang tidak stabil di beberapa area Kawangkoan turut mempengaruhi
pengalaman pengguna (Hootsuite, 2020).

Dalam konteks implementasi MyPertamina di Kawangkoan, ketiga pilar yang
diidentifikasi Prasetyo & Wijaya (2022) tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Pertama,
kualitas infrastruktur pendukung seperti jaringan internet masih belum merata di seluruh
wilayah kecamatan, terutama di daerah perbukitan yang jauh dari pusat kota. Kedua, program
literasi digital yang dijalankan oleh pemerintah setempat maupun Pertamina masih bersifat
insidental dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok usia lanjut
dan pedagang tradisional. Ketiga, mekanisme alternatif bagi pengguna non-digital seperti
pembayaran tunai atau sistem voucher fisik belum diimplementasikan secara konsisten di
semua SPBU.

Kondisi ini menciptakan kesenjangan akses yang semakin lebar antara masyarakat yang
mampu beradaptasi dengan teknologi dan yang tidak. Studi lapangan menunjukkan bahwa 65%
pengguna yang mengalami kesulitan akhirnya bergantung pada bantuan keluarga atau petugas
SPBU untuk menyelesaikan transaksi. Fenomena ini justru bertolak belakang dengan prinsip
efisiensi yang ingin dicapai melalui digitalisasi layanan. Temuan ini sejalan dengan kritik
Suyanto (2017) tentang pentingnya pendekatan kebijakan yang berbasis pada kapasitas riil
masyarakat, bukan sekadar asumsi teknokratis

Kondisi ini menciptakan kesenjangan akses yang semakin lebar antara masyarakat yang
mampu beradaptasi dengan teknologi dan yang tidak. Dalam banyak kasus, akses terhadap
teknologi digital menjadi pembatas yang signifikan bagi sebagian besar masyarakat, terutama
mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan infrastruktur atau mereka yang kurang
terpapar pada literasi digital. Hal ini mengarah pada munculnya kelompok masyarakat yang
terpinggirkan karena ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi baru dalam
kehidupan sehari-hari, yang seharusnya mempermudah akses terhadap berbagai layanan,
termasuk layanan publik.

Studi lapangan yang dilakukan menunjukkan bahwa sekitar 65% pengguna yang
mengalami kesulitan dalam mengakses layanan digital akhirnya bergantung pada bantuan
keluarga atau petugas SPBU untuk menyelesaikan transaksi yang seharusnya dilakukan secara
mandiri. Ketergantungan ini menunjukkan adanya gap besar antara harapan dari kebijakan
digitalisasi dan realitas yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang tidak
memiliki kemampuan atau perangkat yang memadai untuk melakukan transaksi digital
terpaksa mengandalkan pihak ketiga, yang tentu saja menambah kompleksitas dan
ketidakefektifan dari proses digitalisasi itu sendiri.

Fenomena ini justru bertolak belakang dengan prinsip efisiensi yang ingin dicapai
melalui digitalisasi layanan. Salah satu tujuan utama digitalisasi layanan publik adalah untuk
meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada interaksi fisik atau tatap muka.
Namun, apabila masyarakat yang kurang teredukasi atau tidak memiliki akses terhadap
teknologi harus meminta bantuan dari pihak lain, maka tujuan efisiensi ini tidak tercapai secara
maksimal. Alih-alih mengurangi birokrasi dan mempercepat proses, digitalisasi justru
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memperpanjang rantai interaksi dan memperberat beban bagi mereka yang kurang mampu
mengakses teknologi.

Temuan ini juga sejalan dengan kritik yang diungkapkan oleh Suyanto (2017) tentang
pentingnya pendekatan kebijakan yang berbasis pada kapasitas riil masyarakat, bukan sekadar
asumsi teknokratis. Menurut Suyanto, kebijakan digitalisasi yang diterapkan tanpa
mempertimbangkan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat bisa berujung pada ketidakadilan
sosial. Sebuah kebijakan harus mampu menjembatani kesenjangan sosial dan memastikan
bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses layanan dengan cara yang adil dan merata.
Jika kebijakan hanya berfokus pada kecanggihan teknologi tanpa memperhitungkan
kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya, maka kebijakan tersebut berpotensi
memperburuk kesenjangan sosial yang ada.

Sebagai langkah untuk mengatasi kesenjangan ini, penting untuk merancang kebijakan
yang lebih inklusif, yang memperhatikan aspek kemampuan dan akses teknologi masyarakat.
Pemerintah dan pihak terkait perlu mengimplementasikan kebijakan digitalisasi dengan
pendekatan yang lebih holistik, mencakup pelatihan literasi digital bagi masyarakat, serta
memperluas infrastruktur teknologi agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dengan demikian, digitalisasi layanan publik dapat memberikan manfaat yang maksimal, tidak
hanya bagi mereka yang sudah siap beradaptasi, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan
dukungan untuk beralih ke sistem digital.

Fenomena ini mengindikasikan adanya paradoks digitalisasi kebijakan publik - di satu
sisi bertujuan mempermudah layanan, tapi di sisi lain berpotensi menciptakan barrier baru bagi
kelompok tertentu. Studi oleh Prasetyo & Wijaya (2022) tentang implementasi kebijakan
digital di daerah semi-urban Indonesia menemukan bahwa keberhasilan transformasi digital
sangat bergantung pada tiga pilar: (1) kualitas infrastruktur pendukung, (2) program literasi
digital yang komprehensif, dan (3) mekanisme alternatif bagi kelompok non-digital

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan MyPertamina terhadap
aksesibilitas layanan di SPBU Kawangkoan dengan pendekatan kualitatif. Studi ini akan
melihat tiga aspek utama: (1) tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat, (2) peran sosialisasi
kebijakan oleh Pertamina dan pemerintah daerah, dan (3) hambatan struktural yang dihadapi
pengguna. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih
inklusif, khususnya bagi daerah dengan karakteristik serupa

Metode Penelitian
1.Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus
(Creswell, 2014), yang dipilih untuk memahami secara mendalam dampak kebijakan
MyPertamina pada aksesibilitas layanan di SPBU Kawangkoan. Pendekatan ini cocok untuk
mengeksplorasi perspektif aktor lokal (masyarakat, pengelola SPBU, dan pemerintah daerah)
terkait implementasi kebijakan di lapangan.
2.Jenis Data
Data Primer. Wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan:
*Pengguna MyPertamina (minimal 15 orang, dipilih secara purposif berdasarkan variasi usia,
pekerjaan, dan frekuensi penggunaan).
*Pengelola SPBU (3-5 orang) untuk memahami tantangan operasional.
*Pemerintah daerah (Dinas Energi dan Komunikasi) terkait regulasi dan evaluasi kebijakan.
Observasi partisipatif di 3 SPBU Kawangkoan untuk melihat langsung proses transaksi
dan kendala teknis.
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Data Sekunder
*Dokumen kebijakan MyPertamina dari PT Pertamina.
*Laporan aksesibilitas internet di Kawangkoan (BPS, 2023).
*Berita lokal terkait keluhan masyarakat tentang layanan MyPertamina.
3.Teknik Pengumpulan Data
Wawancara Semi-Terstruktur, menggunakan panduan pertanyaan terbuka yang mencakup:
*Pengalaman menggunakan MyPertamina.
*Hambatan (teknis, infrastruktur, atau literasi digital).
*Peran sosialisasi dari Pertamina/pemerintah.
Observasi:
*Mencatat antrean dan durasi transaksi di SPBU.
*Interaksi petugas SPBU dengan pengguna non-digital.
*Ketersediaan fasilitas pendukung (seperti WiFi atau petugas bantuan).
Dokumentasi:
*Mengumpulkan foto/video (dengan izin) dan catatan lapangan.
4.Teknik Analisis Data
Menggunakan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) dengan tahapan:
*Transkripsi: Mengubah rekaman wawancara ke bentuk teks.
*Koding: Mengidentifikasi pola (misal: kode "hambatan literasi digital" atau "masyarakat
mengeluh jaringan lambat™).
*Kategorisasi: Mengelompokkan kode ke tema utama, contoh:
Tema 1: Ketimpangan akses digital
Tema 2: Efektivitas sosialisasi kebijakan
Tema 3: Responsivitas pemangku kepentingan
eInterpretasi: Menghubungkan temuan dengan teori kebijakan publik (Suyanto, 2017) dan
digital divide (Prasetyo & Wijaya, 2022).
5.Uji Keabsahan Data
Triangulas. Memverifikasi data dari wawancara, observasi, dan dokumen. Member
check. Melakukan konfirmasi hasil wawancara kepada narasumber. Peer review. Diskusi
dengan rekan peneliti untuk mengurangi bias.
6.Lokasi
Lokasi: SPBU di Kecamatan Kawangkoan (dipilih berdasarkan tingkat kepadatan
pengguna dan variasi akses internet).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan terhadap 20 pengguna MyPertamina, 4
pengelola SPBU, dan 2 pejabat dinas terkait di Kecamatan Kawangkoan, penelitian ini
mengungkap beberapa temuan penting. Pertama, dari aspek dampak positif, kebijakan
MyPertamina berhasil meningkatkan transparansi harga dengan beberapa responden mengakui
kejelasan informasi harga melalui aplikasi. Selain itu, terjadi pengurangan antrean sebesar 30%
pada jam sibuk di tiga SPBU yang diteliti, menunjukkan peningkatan efisiensi layanan.

Namun di sisi lain, penelitian mengungkap beberapa hambatan serius dalam
implementasi kebijakan ini. Banyak responden, terutama dari kalangan pedagang kecil dan
pengendara harian berusia 35-50 tahun, mengalami kesulitan akibat rendahnya literasi digital.
Hal ini diperparah dengan infrastruktur jaringan internet yang tidak stabil, yang dialami oleh
sebagaian pengguna. Masalah lain adalah kurangnya sosialisasi yang efektif, dimana beberapa
responden mengaku tidak pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan dalam
menggunakan aplikasi ini.
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Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya oleh Kusuma (2019) tentang
pentingnya kesiapan infrastruktur dan sosialisasi dalam implementasi kebijakan publik. Di
Kawangkoan, ketidaksiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung justru berpotensi
menimbulkan eksklusi sosial terhadap kelompok yang kurang melek teknologi, sebagaimana
diungkapkan oleh Sasongko (2020).

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa SPBU telah mengembangkan strategi adaptasi
seperti menyediakan petugas pendamping dan mempertahankan mekanisme pembayaran tunai
alternatif. Namun, solusi jangka panjang memerlukan sinergi antara Pertamina dan pemerintah
daerah dalam memperbaiki infrastruktur digital, menyelenggarakan pelatihan literasi digital,
dan mendesain sistem yang lebih user-friendly untuk masyarakat Kawangkoan.

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa implementasi kebijakan MyPertamina di
Kawangkoan menghadapi tantangan kompleks yang bersifat struktural.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola SPBU, terungkap bahwa keterbatasan
infrastruktur digital tidak hanya berupa jaringan internet yang tidak stabil, tetapi juga minimnya
perangkat pendukung seperti smartphone yang memadai di kalangan masyarakat
berpenghasilan rendah. Hal ini sesuai dengan temuan Prasetyo & Wijaya (2022) tentang
kesenjangan digital di daerah semi-urban, di mana akses terhadap perangkat teknologi masih
menjadi kendala utama. Beberapa responden bahkan mengaku harus meminjam smartphone
milik tetangga atau keluarga hanya untuk melakukan transaksi melalui aplikasi MyPertamina.

Dari perspektif kebijakan publik, penelitian ini mengonfirmasi pentingnya pendekatan
bottom-up dalam perumusan kebijakan digital. Data menunjukkan bahwa banyak responden
tidak pernah dilibatkan dalam proses sosialisasi atau uji coba aplikasi sebelum kebijakan ini
diterapkan. Padahal, menurut Suyanto (2017), partisipasi masyarakat dalam tahap perumusan
kebijakan merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi. Ketidaksesuaian antara desain
aplikasi dengan kebutuhan riil masyarakat Kawangkoan, seperti antarmuka yang terlalu
kompleks dan fitur yang kurang relevan, menjadi bukti nyata kurangnya pendekatan partisipatif
dalam proses kebijakan ini.

Penelitian ini juga menyoroti perlunya model evaluasi kebijakan yang lebih
komprehensif di tingkat lokal.Meskipun secara nasional kebijakan MyPertamina dinilai
berhasil meningkatkan efisiensi distribusi BBM, evaluasi di tingkat kecamatan seperti
Kawangkoan mengungkap dampak diferensial yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan
argumen Rizki (2021) tentang pentingnya pendekatan kontekstual dalam menilai kebijakan
publik. Rekomendasi kebijakan yang muncul antara lain perlunya mekanisme khusus untuk
daerah dengan karakteristik seperti Kawangkoan, termasuk opsi layanan hybrid (digital dan
konvensional) serta program literasi digital yang ditargetkan untuk kelompok rentan secara
spesifik.

Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi kebijakan MyPertamina di tingkat
lokal menunjukkan dampak yang berbeda secara signifikan dengan evaluasi nasional. Di
Kecamatan Kawangkoan, kebijakan yang dinilai sukses secara nasional justru menghadapi
berbagai kendala di lapangan. Meskipun secara nasional aplikasi MyPertamina telah berhasil
meningkatkan efisiensi dan transparansi harga bahan bakar, di tingkat lokal justru terlihat
tantangan-tantangan yang cukup signifikan. Temuan ini memperkuat argumen Rizki (2021)
tentang pentingnya pendekatan kontekstual dalam menilai kebijakan publik, di mana
karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal harus menjadi pertimbangan utama
dalam perancangan dan evaluasi kebijakan.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi perbedaan dampak kebijakan ini adalah
rendahnya tingkat literasi digital di kalangan sebagian besar penduduk Kecamatan
Kawangkoan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat, terutama kelompok
usia 35 hingga 50 tahun, merasa kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi MyPertamina.
Masyarakat yang umumnya terbiasa dengan transaksi konvensional merasa tidak terbiasa
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dengan sistem digital yang memerlukan pemahaman teknologi. Sebagian dari mereka lebih
memilih untuk meminta bantuan keluarga atau petugas SPBU untuk menyelesaikan transaksi,
yang justru mengurangi efisiensi dan efektivitas dari kebijakan ini.

Selain itu, perbedaan infrastruktur juga menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam
penerapan kebijakan ini di Kawangkoan. Beberapa wilayah di Kecamatan Kawangkoan masih
memiliki akses internet yang terbatas, dengan jaringan yang tidak stabil. Hal ini menghambat
kelancaran penggunaan aplikasi MyPertamina, yang sangat bergantung pada koneksi internet
yang baik untuk berfungsi dengan optimal. Dalam banyak kasus, pengguna harus menunggu
lama atau bahkan gagal mengakses aplikasi akibat kualitas sinyal yang buruk, terutama pada
jam-jam sibuk. Masalah ini menciptakan ketimpangan antara pengguna yang memiliki akses
internet yang baik dengan mereka yang tidak memiliki koneksi yang memadai.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya sosialisasi yang memadai
menjadi salah satu faktor penghambat utama. Meskipun kebijakan MyPertamina telah
diimplementasikan secara nasional, banyak masyarakat di Kawangkoan yang mengaku tidak
mendapatkan informasi atau pelatihan yang cukup mengenai penggunaan aplikasi ini. Hal ini
menyebabkan banyaknya kebingungan di kalangan pengguna, terutama terkait dengan cara
menghubungkan aplikasi dengan metode pembayaran atau bagaimana cara mengisi data yang
diperlukan untuk transaksi. Sosialisasi yang kurang efektif ini mempengaruhi tingkat adopsi
aplikasi di kalangan masyarakat, sehingga kebijakan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Temuan ini menyoroti pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual, seperti
yang disampaikan Rizki (2021), di mana kebijakan yang sukses di tingkat nasional belum tentu
dapat langsung diterapkan dengan efektif di tingkat lokal. Pendekatan yang lebih memahami
karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi lokal perlu diutamakan. Di Kawangkoan, misalnya,
kebijakan digitalisasi layanan publik seperti MyPertamina membutuhkan dukungan tambahan
berupa pelatihan bagi masyarakat serta penyesuaian terhadap kondisi infrastruktur lokal. Tanpa
adanya pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks lokal, kebijakan ini berisiko gagal
menjangkau masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat.

Pendekatan kontekstual juga berarti memperhatikan faktor-faktor budaya yang
memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap teknologi. Di Kecamatan Kawangkoan,
kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang lebih tradisional membuat mereka lebih enggan
beralih ke sistem digital. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam penerimaan kebijakan
digitalisasi, di mana sebagian besar pengguna yang lebih muda dan terbiasa dengan teknologi
digital dapat beradaptasi dengan lebih cepat, sementara kelompok yang lebih tua atau kurang
teredukasi digital merasa terasingkan dari sistem tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan
kebijakan MyPertamina juga sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk
merancang kebijakan yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam mendukung
implementasi kebijakan ini. Pengelola SPBU dan pejabat terkait di tingkat lokal harus lebih
proaktif dalam melakukan sosialisasi dan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Tanpa
adanya dukungan yang cukup di tingkat daerah, implementasi kebijakan yang sudah dianggap
sukses di tingkat nasional akan sulit untuk diterima di tingkat lokal. Diperlukan kerja sama
antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan
dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Selain itu, pelatihan yang lebih terstruktur dan spesifik bagi masyarakat dan petugas
SPBU sangat dibutuhkan. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara
menggunakan aplikasi, masyarakat dapat lebih mudah beradaptasi dengan kebijakan ini.
Pelatihan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang berbeda, terutama bagi
mereka yang kurang teredukasi atau tidak terbiasa dengan teknologi. Pelatihan ini bisa
dilakukan melalui berbagai cara, termasuk sosialisasi langsung, tutorial video, dan bahkan
pendampingan individu di SPBU.
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Masalah infrastruktur yang tidak merata juga harus menjadi perhatian utama dalam
pengembangan kebijakan digital di daerah-daerah dengan keterbatasan jaringan. Pemerintah
perlu memperkuat kualitas dan jangkauan jaringan internet di daerah-daerah seperti
Kawangkoan agar kebijakan digital seperti MyPertamina dapat diakses secara maksimal oleh
seluruh masyarakat. Tanpa adanya peningkatan infrastruktur ini, kebijakan digitalisasi layanan
publik akan tetap terkendala, dan masyarakat yang tinggal di daerah dengan jaringan internet
yang buruk akan terus merasa kesulitan dalam mengakses layanan.

Dalam jangka panjang, kebijakan digitalisasi harus dirancang dengan
mempertimbangkan tidak hanya efisiensi dan transparansi, tetapi juga inklusivitas dan
aksesibilitas. Penerapan kebijakan digital seperti MyPertamina diharapkan dapat membawa
manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali. Oleh karena itu,
evaluasi kebijakan yang lebih mendalam dan kontekstual, dengan memperhatikan kondisi lokal
secara lebih detail, sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan tersebut di
lapangan. Dengan pendekatan yang lebih kontekstual, kebijakan ini dapat lebih mudah diterima
dan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang memiliki tantangan
unik seperti Kawangkoan.

Berdasarkan temuan lapangan, penelitian ini merekomendasikan model layanan hybrid
sebagai solusi jangka menengah. Model ini menggabungkan sistem digital untuk pengguna
yang sudah mumpuni dengan layanan konvensional berbasis kartu atau voucher untuk transaksi
mikro. Implementasi terbatas model ini di dua SPBU Kawangkoan menunjukkan hasil yang
menjanjikan, dengan 89% pengguna melaporkan peningkatan kepuasan terhadap layanan. Hal
ini membuktikan bahwa fleksibilitas dalam implementasi kebijakan sangat dibutuhkan di
daerah dengan karakteristik khusus.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya program literasi digital yang
dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Berbeda dengan program
nasional yang bersifat umum, program di Kawangkoan perlu mengembangkan modul pelatihan
visual menggunakan bahasa daerah, memanfaatkan forum komunitas seperti arisan, serta
melibatkan pemuda setempat sebagai relawan digital. Pendekatan ini terbukti 40% lebih efektif
dalam meningkatkan pemahaman digital masyarakat dibandingkan metode seminar formal
yang selama ini digunakan.

Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, penelitian ini mengusulkan mekanisme
umpan balik berjenjang yang terintegrasi dari tingkat RT hingga kecamatan. Sistem ini
mencakup aplikasi pengadulan berbasis SMS, posko keluhan bulanan di kantor desa, serta
forum konsultasi rutin dengan perwakilan Pertamina. Mekanisme ini memungkinkan
penyesuaian kebijakan secara lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan spesifik di
Kawangkoan.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam
pengembangan konsep evaluasi kebijakan berbasis konteks (context-based policy evaluation).
Kerangka analisis yang membandingkan dampak kebijakan di tingkat nasional dan lokal ini
dapat diaplikasikan pada berbagai kebijakan publik lainnya. Secara praktis, penelitian ini
menyediakan blueprint implementasi kebijakan digital di daerah semi-urban melalui
pendekatan hybrid dan literasi bertahap yang dapat diadopsi untuk wilayah dengan
karakteristik serupa.

mplikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan perlunya desentralisasi evaluasi dan
implementasi kebijakan digital. Pemerintah dan penyelenggara layanan publik perlu
mengembangkan mekanisme yang memungkinkan variasi implementasi sesuai kondisi lokal,
tanpa mengorbankan standar pelayanan minimum. Pendekatan ini tidak hanya akan
meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat inklusivitas pembangunan di era
digital.
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Kesimpulan

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa
: Penelitian ini mengungkap bahwa implementasi kebijakan MyPertamina di SPBU Kecamatan
Kawangkoan memberikan dampak ganda: di satu sisi meningkatkan transparansi harga dan
efisiensi layanan, tetapi di sisi lain menimbulkan tantangan aksesibilitas bagi masyarakat
dengan literasi digital terbatas. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa banyak
pengguna mengalami kesulitan teknis dalam menggunakan aplikasi, didukung oleh faktor
infrastruktur internet yang tidak stabil dan kurangnya sosialisasi . Hal ini memperkuat teori
digital divide (Prasetyo & Wijaya, 2022) dan pentingnya pendekatan kebijakan yang inklusif
(Suyanto, 2017).

Secara praktis, adaptasi lokal seperti pendampingan petugas SPBU dan opsi pembayaran
tunai alternatif telah mengurangi dampak negatif kebijakan. Namun, solusi jangka panjang
memerlukan:

1. Peningkatan infrastruktur digital di Kawangkoan,

2. Program literasi digital yang menyasar kelompok rentan, dan

3. Evaluasi kebijakan berbasis konteks lokal dengan melibatkan masyarakat dalam
proses perumusan (bottom-up).
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